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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap distribusi pendapatan di Aceh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pertumbuhan ekonomi, kemiskinan dan distribusi pendapatan di Aceh selama tahun 2008-2018. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda, uji t, uji Fdan koefisien determinasi. Hasil persamaan regresi linear berganda diperoleh Y = 0,414 + 0,001X1 -0,005X2.  Hasil penelitian diperoleh bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap distribusi pendapatan di Aceh. Kemiskinan berpengaruh negatif terhadap distribusi pendapatan di Aceh. Nilai koefisien determinasi (R2) yaitu 0,644 atau 64,4%. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan mempengaruhi distribusi pendapatan di Aceh  sebesar 64,4%, dan sisanya 35,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hasil uji t menunjukkan variabel pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap distribusi pendapatan di Aceh. Variabel kemiskinan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap distribusi pendapatan di Aceh, artinya hipotesis ditolak. Hasil uji F menunjukkan variabel pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap distribusi pendapatan di Aceh, artinya hipotesis diterima.
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1. PENDAHULUAN
Masalah ketimpangan merupakan suatu masalah pokok yang selalu dikaitkan dengan pembangunan ekonomi, baik di negara-negara maju maupun di negara-negara yang sedang berkembang. Oleh karena itu, pengurangan ketimpangan ekonomi mutlak diperlukan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dalam hal ini harus aktif melakukan campur tangan dalam kegiatan ekonomi, atau kegiatan perekonomian akan diatur oleh mekanisme pasar dan kemudian memberikan dampak negatif bagi pembangunan selanjutnya yaitu melebarnya ketidaksejahteraan dari masa ke masa antara daerah kaya dengan daerah miskin sebagai akibat dari kegiatan ekonomi daerah kaya lebih lancardibandingkan dengan daerah miskin.
Ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Ketimpangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Karena itu tidaklah mengherankan bilamana pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju dan wilayah terbelakang 
Ketimpangan yang menjadi salah satu masalah dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi dapat ditiadakan jika distribusi pendapatan dapat dilakukan secara merata. Distribusi dapat dikatakan sebagai kegiatan ekonomi lebih lanjut dari kegiatan produksi. Hasil produksi yang diperoleh kemudian disebarkan dan dipindahtangankan dari satu pihak kepihak lain. Namun selain bentuk distribusi pertukaran ada juga bentuk distribusi yang bukan berkaitan dengan hasil produksi, melainkan distribusi pendapatan yang lebih berorientasi kepada distribusi kekayaan karena anjuran dan kewajiban agama, seperti : zakat, infak, dan shodaqoh. Namun dalam prakteknya, kegiatan distribusi tidak terjadi secara merata.
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Sedangkan pembangunan ekonomi ialah usaha meningkatkan pendapatan perkapita dengan jalan mengolah kekuatan ekonomi potensial manjadi ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan menajemen (Sjafrizal, 2008). Selain pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan yang terjadi di suatu daerah juga menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan. Kemiskinan yang rendah menunjukkan suatu daerah telah berhasil mewujudkan masyarakat yang sejahtera.


Tabel 1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Ketimpangan di Provinsi AcehTahun 2013-2018
	Tahun
	PDRB
(Juta Rupiah)

	Laju
(%)
	Kemiskinan
(Ribuan)
	Laju
(%)
	Ketimpangan
	Laju
(%)

	2013
	111.755.826,6
	-
	856,89
	-
	0,33
	-

	2014
	113.490.359,3
	1,55
	881,26
	2,84
	0,32
	-3,03

	2015
	112.661.039,6
	-0,79
	851,59
	-3,37
	0,33
	3,13

	2016
	116.384.394,8
	3,3
	848,44
	-0,37
	0,34
	3,03

	2017
	121.263.186,1
	4,19
	872,61
	2,85
	0,33
	-2,94

	2018
	126.824.491,4
	4,59
	831,50
	-4,71
	0,32
	-3,03


Sumber : Badan Pusat statistik (BPS) Aceh, 2019.


Berdasarkan Tabel 1 terlihat laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh selama tahun 2013-2018 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh menunjukkan peningkatan sebesar 1,55%. Namun demikian, pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar  0,79%  yang diakibatkan turunnya produksi dari sektor migas dan industri pengolahan. Selanjutnya ditahun 2016 dan 2017 pertumbuhan ekonomi kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar 3,3% dan 4,19%. Kemudian peningkatan pertumbuhan ekonomi kembali terjadi di tahun 2018 sebesar 4,59%.
Kemiskinan di Provinsi Aceh juga terlihat mengalami fluktuasi selama kurun waktu 2013-2018. Pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh yaitu sebesar 856 ribu jiwa. Kemudian pada tahun 2015 dan 2016 kemiskinan kembali mengalami penurunan dengan persentase masing-masing yaitu 3,37% dan 0,37%. Penurunan ini disebabkan karena bertambahnya kesempatan kerja di beberapa Kabupaten yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan berkurangnya kemiskinan. Kemudian pada tahun 2017 tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh kembali mengalami peningkatan sebesar 2,85% sehingga jumlah penduduk miskin berjumlah 872 ribu jiwa. Pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 4,71% atau 831 ribu jiwa. Penurunan ini dikarenakan terjadi penurunan jumlah pengangguran di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
Ketimpangan pendapatan di Provinsi Aceh selama kurun waktu 2013-2018 juga mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Ketimpangan yang diukur dengan rasio gini pada tahun 2013 yaitu sebesar 0,33%. Kemudian pada tahun 2014 ketimpangan diperoleh sebesar 0,32% atau turun sebesar 3,03%. Hal ini terjadi karena dampak dari pertumbuhan ekonomi yang mulai merata di beberapa Kabupaten yang diakibatkan adanya peningkatan pendapatan dari sektor jasa dan industri pengolahan. Peningkatan ketimpangan terjadi pada tahun 2015 dan 2016 dengan masing-masing pertumbuhan yaitu sebesar 3,13% dan 3,03%. Kemudian pada tahun 2017 dan 2018 ketimpangan berada dalam angka 0,33 atau menurun sebesar 2,94% di tahun 2017 dan menurun sebesar 3,03% atau 3,02 di tahun 2018. Penurunan ini terjadi karena bertambahnya jumlah lapangan kerja yang berdampak pada semakin meratanya pendapatan masyarakat di Provinsi Aceh.
Berdasarkan uraian pada latar belakang, tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan secara parsial dan simultan terhadap distribusi pendapatan di Aceh. 

2. KAJIAN KEPUSTAKAAN
Pertumbuhan Ekonomi
Menurut Todaro (2010:41), pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya yang ditentukan oleh adanya kemajuan dan penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan idiologis terhadap berbagai tuntunan keadaan yang ada.
Kuncoro (2011:42) menyatakan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yaitu:
a.	Jumlah penduduk,
b.	Jumlah stok barang modal,
c.	Luas tanah dan kekayaan alam,
d.	Tingkat ekonomi yang digunakan.
Kuncoro (2011:43), indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi :
a.	Tingkat pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto)
b.	Tingkat pertumbuhan PNB (Produk Nasional Bruto)
Menurut Todaro (2012:22), ada tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu:
1.	Akumulasi modal, termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fiskal, dan sumber daya manusia (human resources). Akumulasi modal akan terjadi apabila ada sebagian dari pendapatan sekarang ditabung yang kemudian diinvestasikan kembali dengan tujuan untuk memperbesar output dimasa yang akan datang. 
2.	Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja, pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan jumlah angka kerja (labor force) secara tradisional telah dianggap sebagai faktor yang positif dalam meransang pertumbuhan ekonomi. Artinya, semakin banyak angkatan kerja semakin produktif tenaga kerja, sedangkan banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestiknya.
3.	Kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi disebabkan oleh teknologi cara-cara baru dan cara lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional, Ada 3 klarifikasi kemajuan teknologi, yakni : 
a)	Kemajuan teknologi yang bersifat netral, terjadi jika tingkat output yang dicapai lebih tinggi pada kuantitas dan kombinasi-kombinasi input yang sama.
b)	Kemajuan teknologi yang bersifat hemat tenaga kerja (labor saving) atau hemat modal (capital saving), yaitu tingkat output yang lebih tinggi bisa dicapai dengan jumlah tenaga kerja atau input modal yang sama.
c)	Kemajuan teknologi yang meningkatkan modal, terjadi jika penggunaan teknologi tersebut memungkinkan kita memanfaatkan barang modal yang ada secara lebih produktif.

Kemiskinan
Menurut UNDP (dalam Cahyat, 2014:143), kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan hidup, antara lain dengan memasukkan penilaian tidak adanya partisipasi dalam pengambilan kebijakan publik sebagai salah satu indikator  kemiskinan. Pada dasarnya definisi kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi, diantaranya sebagai berikut: (Todaro, 2010:138)
1.	Kemiskinan absolut
Kemiskinan yang dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. World Bank menghitung garis kemiskinan absolut dengan menggunakan pengeluran konsumsi yang dikonversi ke dalam PPP (Purchasing Power Parity/ Paritas Daya Beli). Tujuannya adalah untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar negara. Hal ini bermanfaat dalam menentukan kemana menyalurkan sumber finansial (dana) yang ada, juga dalam menganalisis kemajuan dalam memerangi kemiskinan. (BPS,2015:15)
2.	Kemiskinan relatif
Kemiskinan dilihat dari aspek ketimpangan sosial, karena ada orang yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tetapi masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya (lingkungannya). Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dikategorikan miskin, sehingga kemiskinan relatif erat hubungannya dengan masalah distribusi pendapatan. 
Todaro (2010:128) menyatakan bahwa variasi kemiskinan dinegara berkembang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: 
1. Perbedaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan, 
2. Perbedaan sejarah, sebagian dijajah oleh Negara yang berlainan, 
3. Perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusianya, 
4. Perbedaan peranan sektor swasta dan negara,
5. Perbedaan struktuk industri, 
6. Perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik negara lain 
7. Perbedaan pembagian kekuasaan, struktur politik dan kelembagaan dalam negeri. 
World Bank (2002:123) mengkategorikan karakteristik penduduk miskin menurut komunitas, wilayah, rumah tangga, dan individu. Pada faktor komunitas, infrastruktur merupakan determinan utama kemiskinan. Keadaan infrastruktur sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang baik akan memudahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi maupun sosial kemasyarakatan, selain itu memudahkan investor untuk melakukan investasi di daerah yang bersangkutan.

Ketimpangan
Menurut Sukirno (2009:123), Ketimpangan pendapatan regional merupakan ketidakmerataan pendapatan yang terjadi pada masyarakat suatu wilayah dengan wilayah lain. Ketidakmerataan tersebut disebabkan adanya perbedaan faktor yang terdapat dalam wilayah tesebut. Faktor-faktor yang terkait antara lain kepemilikan sumber daya, fasilitas yang dimiliki, infrastruktur, keadaan geografis wilayah dan lain sebagainya. 
Sedangkan menurut Kuncoro (2009:36), terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk menganalisis development gap antar wilayah. Indikator tersebut adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Human Development Index (HDI), konsumsi rumah tangga perkapita, kontribusi sektoral terhadap PDRB, tingkat kemiskinan dan struktur fiskal.
Menurut Dewangga (2011:20), distribusi pendapatan nasional adalah mencermikan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu Negara di kalangan penduduknya. Distribusi pendapatan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: distribusi ukuran, adalah besar kecilnya bagian pendapatan yang diterima masing masing orang .
Menurut Bank Dunia, ketimpangan distribusi pendapatan diukur dengan menghitung persentase jumlah pendapatan masyarakat dari kelompok yang berpendapatan rendah dibandingkan dengan total pendapatan penduduk, yaitu :
a.	Ketimpangan dikatakan tinggi apabila 40% penduduk berpendapatan rendah dan menerima < 12% dari total  pendapatan.
b.	Ketimpangan dikatakan sedang apabila 40% penduduk berpendapatan rendah dan menerima 12%-17% dari total pendapatan.
c.	Ketimpangan dikatakan rendah 40% penduduk berpendapatan rendah dan menerima > 17% dari total pendapatan.
Dumairy (2006:56) mengatakan distribusi pendapatan dalam kaitannya dengan pemerataan pembagian pendapatan, dapat dilihat dari segi yaitu:
1.	Distribusi pendapatan antar lapisan pendapatan masyarakat.
2.	Distribusi pendapatan antar wilayah, dalam hal ini antar provinsi dan antar kawasan  (barat, tengah, timur).
3.	Distribusi pendapatan antar daerah, dalam hal ini antar wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan.

3. METODE PENELITIAN
Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh.

Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu regresi linier berganda yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap distribusi pendapatan di Aceh. 
Persamaan regresi linier berganda menurut pendapat Sugiyono (2011:275):
	Y = a + b1X1 + b2X2 
Keterangan:
	Y	=Distribusi Pendapatan
	X1	= Pertumbuhan Ekonomi
	X2	= Kemiskinan
	a	= Konstanta
	b	= Koefisien regresi
	Uji statistik terdiri dari pengujian koefisien regresi parsial (uji t), regresi Simultan (uji f) dan koefisien determinasi (R2 ).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh
Perkembangan Pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan perkembangan Produk domestik regional bruto (PDRB). Produk domestik regional bruto (PDRB) yang  digunakan untuk dalam penelitian ini adalah Pendapatan Domestik Regional Bruto Provinsi Aceh atas dasar harga konstan tahun 2010. Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Aceh mengalami peningkatan sebesar 4,63%. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2009 disebabkan oleh naiknya pendapatan dari sektor pertambangan dan penggalian sebesar 53,21%, terutama dari pendapatan minyak gas dan bumi. Pada tahun 2010, pertumbuhan ekonomi Aceh mengalami kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 366,05%. Peningkatan ini dikarenakan adanya perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 menjadi tahun 2010. Pada tahun 2011 pertumbuhan ekonomi juga terus hingga tahun 2014 laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh menunjukkan peningkatan sebesar 1,55%. Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar 0,79% yang diakibatkan turunnya produksi dari sektor migas dan industri pengolahan. Selanjutnya pada tahun 2016 dan 2017 pertumbuhan ekonomi kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar 3,3% dan 4,19%. Kemudian peningkatan pertumbuhan ekonomi kembali terjadi di tahun 2018 sebesar 4,59%.

Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Aceh 
Jumlah kemiskinan di Provinsi Aceh pada tahun 2008 sebesar 862,34 ribu jiwa. Pada tahun 2009 kemiskinan meningkat sebesar 0,30% atau 889,78 ribu jiwa dan terus meningkat di tahun 2010 sebesar 0,30% atau 892,45 ribu jiwa. Peningkatan jumlah kemiskinan di Provinsi aceh tahun 2011 kembali terjadi sebesar 900,19 ribu jiwa atau 0,87%. Kemiskinan mengalami penurunan sebesar 2,19% atau 880.52 ribu jiwa. Pada tahun 2012. Penurunan kemiskinan di tahun 2012 disebabkan oleh bertambahnya nilai pendapatan perkapita di Provinsi Aceh dan berdampak terhadap jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh yaitu sebesar 856 ribu jiwa atau menurun sebesar 2,68%. Penurunan ini disebabkan berkurangnya angka pengangguran sebesar 23,2%. Kemudian pada tahun 2014 kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 2,84% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2015 dan 2016 kemiskinan kembali mengalami penurunan dengan persentase masing-masing yaitu 3,37% dan 0,37%. Penurunan ini disebabkan karena bertambahnya kesempatan kerja di beberapa Kabupaten yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan berkurangnya kemiskinan. Kemudian pada tahun 2017 tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh kembali mengalami peningkatan sebesar 2,85% sehingga jumlah penduduk miskin berjumlah 872 ribu jiwa. Pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 4,71% atau 831 ribu jiwa. Penurunan ini dikarenakan terjadi penurunan jumlah pengangguran di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. 

Perkembangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Aceh 
Distribusi pendapatan digunakan untuk melihat besarnya ketimpangan pendapatan di Provinsi Aceh. Perhitungan distribusi pendapatan di Provinsi Aceh diperoleh dari hasil perhitungan rasio gini. Semakin kecil nilai distribusi pendapatan, maka semakin merata tingkat pendapatan di Provinsi Aceh. Sedangkan semakin besar nilai distribusi pendapatan, maka semakin tinggi pula ketimpangan pendapatan di Provinsi Aceh. Pada tahun 2008 dan 2009, distribusi pendapatan di Provinsi Aceh sebesar 0,30. Pada tahun 2010 distribusi pendapatan mengalami penurunan sebesar 3,33% yang menunjukkan ketimpangan pendapatan di Provinsi Aceh semakin merata. Hal ini dikarenakan menurunnya jumlah pengangguran di Provinsi Aceh sehingga menambah jumlah penduduk yang memiliki penghasilan sehingga distribusi pendapatan lebih merata. Pada tahun 2011, distribusi pendapatan meningkat sebesar 3,45% atau 0,30. Peningkatan nilai distribusi pendapatan kembali terjadi di tahun 2012 sebesar 10% atau 3,33. 
Ketimpangan pendapatan di Provinsi Aceh selama kurun waktu 2013-2018 juga mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Ketimpangan pada tahun 2013 yaitu sebesar 0,33. Pada tahun 2014 ketimpangan diperoleh sebesar 0,32 atau turun sebesar 3,03%. Hal ini terjadi karena dampak dari pertumbuhan ekonomi yang mulai merata di beberapa Kabupaten yang diakibatkan adanya peningkatan pendapatan dari sektor jasa dan industri pengolahan. Peningkatan ketimpangan terjadi pada tahun 2015 dan 2016 yaitu sebesar 3,13% dan 3,03%. Pada tahun 2017 dan 2018 ketimpangan berada dalam angka 0,33, pada tahun 2017 dan menurun sebesar 3,03% atau 3,02 di tahun 2018. Penurunan ini terjadi karena bertambahnya jumlah lapangan kerja yang berdampak pada semakin meratanya pendapatan masyarakat di Provinsi Aceh.

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan terhadap Distribusi Pendapatan di Provinsi Aceh
Untuk mengetahui besarnya pengaruh pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap distribusi pendapatan di Provinsi Aceh dapat dilihat dari hasil analisis regresi linear berganda yang pengolahannya dibantu dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 20.0 dengan hasil sebagai berikut:

	Tabel 2. Hasil Analisis Statistik
Coefficientsa

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	T
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1
	(Constant)
	.414
	.026
	
	16.087
	.000

	
	Pertumbuhan Ekonomi
	.001
	.002
	.089
	.397
	.702

	
	Kemiskinan
	-.005
	.001
	-.827
	-3.702
	.006

	Dependent Variable: Distribusi Pendapatan
Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2019




Berdasarkan tabel 2 dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:
Y = 0,414 + 0,001X1 -0,005X2
Dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa:
1. Nilai konstanta adalah sebesar 0,414 merupakan nilai distribusi pendapatan di Provinsi Aceh sebelum dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Artinya jika pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan tetap, maka distribusi pendapatan di Provinsi Aceh adalah sebesar 0,414 satuan. 
2. Koefisien regresi pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 0,001. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi perpengaruh positif terhadap distribusi pendapatan di Aceh, artinya apabila pertumbuhan ekonomi meningkatsebesar 1% maka distribusi pendapatan akan meningkat sebesar 0,001% dengan asumsi kemiskinan bernilai tetap.
3.	Koefisien regresi kemiskinan adalah sebesar 0,005. Hal ini menunjukkan kemiskinan berpengaruh negatif terhadap distribusi pendapatan di Aceh, artinya apabila kemiskinan meningkat sebesar 1% maka distribusi pendapatan akan menurun sebesar 0,001% dengan asumsi pertumbuhan ekonomi bernilai tetap.
Untuk menghitung besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat  maka dilihat nilai koefisien determinasi (R2). Hasil dari uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut:
Tabel 3. Hasil Analisis Koefisien Determinasi
	Model Summary

	Model
	R
	R Square
	Adjusted R Square
	Std. Error of the Estimate

	1
	.802a
	.644
	.555
	.01120


Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2019

Berdasarkan tabel 6 diketahui nilai koefisien determinasi (R2) yaitu 0,644 atau 64,40%. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan mempengaruhi distribusi pendapatan di Aceh  sebesar 64,4%, dan sisanya 35,60% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti pendapatan perkapita.

Pengujian Hipotesis
Pembuktian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji statistik yaitu uji t (uji parsial) dan Uji F (simultan).
a) Uji t (Parsial)
Hasil olahan data tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan secara parsial terhadap Distribusi Pendapatan di Aceh dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Variabel pertumbuhan ekonomi memiliki nilai t Sig. sebesar 0,702 > α (0,05) menunjukkan variabel pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh tidak signifikan terhadap distribusi pendapatan di Aceh. Artinya hipotesis ditolak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Andiny dan Mandasari (2017) dimana pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak signifikan terhadap distribusi pendapatan.
b. Variabel kemiskinan memiliki nilai t Sig. sebesar 0,006 < α (0,05) menunjukkan variabel kemiskinan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap distribusi pendapatan di Aceh. Artinya hipotesis diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap distribusi pendapatan. Hal ini dapat terjadi dikarenakan jumlah penduduk miskin yang bertambah dapat menurunkan ketimpangan pendapatan. Namun dalam hasil penelitian ini, jumlah penduduk miskin yang meningkat dapat membuat ketimpangan semakin besar, dikarenakan terdapat perbandingan yang cukup besar antara masyarakat kaya dengan yang miskin, sehingga membuat ketimpangan semakin besar.

b) Uji F (simultan)
Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 4 sebagai berikut:
Tabel 4. Hasil Analisis Uji F
	ANOVAb

	Model
	Sum of Squares
	df
	Mean Square
	F
	Sig.

	1
	Regression
	.002
	2
	.001
	7.229
	.016a

	
	Residual
	.001
	8
	.000
	
	

	
	Total
	.003
	10
	
	
	


Sumber: Hasil Pengolahan SPSS, 2019

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui nilai F Sig. sebesar 0,016 < α (0,05) maka dapat dinyatakan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap distribusi pendapatan di Aceh. Hipotesis yang menyatakan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap distribusi pendapatan dapat diterima atau dibuktikan kebenarannya.

5. PENUTUP
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Hasil persamaan regresi linear berganda diperoleh Y = 0,414 + 0,001X1 -0,005X2  
2. Nilai koefisien determinasi (R2) yaitu 0,644 atau 64,40%. Hal ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan mempengaruhi distribusi pendapatan di Aceh  sebesar 64,40%, dan sisanya 35,60% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti pendapatan perkapita.
3. Hasil uji t menunjukkan variabel pertumbuhan ekonomi secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap distribusi pendapatan di Aceh. Sedangkan variabel kemiskinan secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap distribusi pendapatan di Aceh. Artinya hipotesis ditolak.
4. Hasil uji F menunjukkan variabel pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap distribusi pendapatan di Aceh. Artinya hipotesis diterima.
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